
BUPATI TANA TORA"IA
PROVINSI SUI,AWESI SEI,ATAN

PERATURAN BUPATI TANA TOR,A.IA
NOMOR 26 TAHUN 2OI7

Menimbang

TENTANG

KEBUAKAN AKLINIANSI PEMERINTAH KABTJPA'|EN TANA TORAIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA.IA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat ( I )

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pdsal 4
ayat ( 5 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 20i3 tentang Fenerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Tor4ja Nomor
38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten
Tara Toraja.

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 35
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten
Tana Toraja, masih terdapat kekurangan dan belum
menampung pengaturan mengenai kebilakan
akuntansi Pemenntah Kabupaten Tana Toraja secaia
lengkap sehingga diganti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan peraturan Bupati tentang kebiJakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
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Mengingat 1. Undang-Undalg Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (frmba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74.
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
'1322);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
{e_uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesii
lahul ?903 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undar.rg-Undang Nomor 1 Taiun 2OO4 tentang
Perbendaharaar Negara (l€mbaran Negara Repubfilf
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

_ legara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tenunoPemeriksaan pergelolaan dan Tanggung J";.;

Ke.uangan Negara (Lembaran Negara nep bhk"t.rao.r"sia
1"n"L..2901 Nomor 66, rambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Taiun 2OO4 tentang Sistem
I"r"l".1n1.l Penbangunan Nasionat (Lembar; Ne;;a
Repubtk Indonesia Tahun 2O04 Nomor lO4, famtairal

_ -l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (kmbarar, -N.gL^
Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 13O, ta.nbahan

_ -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan perundarg_undangai

(Lembaran Negara Republik Indonesia fifrun ZO'tt
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
l"T.d"l"!"1 Daerah (tembaran Negara Repubtii
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemtara.,
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telaI dialah beberapa kali teralhir dengan indang-
Undalg Nomor 9 Tahun 20 15 tentang perubahan Kedul
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republ
Indonesia Tahun 2O1S Nomor 5g, Tambahan l€mbaran
l,{egara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem-.lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran ltegari' Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138. Tambalan
l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
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sebagaimana telall diubah dengal peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 t",it""g f"."tJ^,atas Peraturan pemerintah Nomor 56 iafru., ZOOStentang Sistem Informasi Keuangan Oaerah (f.embarai
Negara Republik Indonesia Tah-un 2OiO N;;r;-i;,
I1Tld." I-embaran Negara Repu blili Indonesia Nomor
51551;

10. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2OO5 tentang
lenSglglaan Keuangan Oaeraf, 1f_erntaran Nega.i
Repubiik indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, f"_t-^iln

. . _kmbaran Negara Republik lndonesia Nom".'+SiSl;
I l. Peraturan Pemerintai Nomor 65 Talun 2OO5 rentanePedoman pen1rusunan dan penerapan S;;;;Pelalanan_.Minimal (Lembaran Negara n"putiit

Indonesia Ta}lun 2005 Nomor I50, Tamb-a,han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45gS);

12. Peraturan Pemerin Lal-r Nomor 7l Tahun 20l O tenlare
Standar Akuntarrsi pemerintahan lfrmUaran frfegari
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tamba]-ran

. ^ _Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165J:
13. Peraturan Pemerintah Nor.lor 2Z Tahun 2014 tentang

P-engelolaan Barang Mitik Negara/Daeral (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Iriomor 92.
Tambaian Lem baran Nega-ra Republik lndonesia Nomor
s533)r

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dal pengawasan penyelenggaraai
Pemerintahan Daerah {Lembaral Negara R!-pubiik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 173, TambJan Lem'barar
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntarlsi pemerintahan
Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerai Kabupaten Tara Toraja Nomor 5Tahun 20L5 tentang pokok-pokok pengelolaal
Keuangan Daemh Kabupaten Tana Toraja.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ta-na Toraja Nomor 10
Talun 2O16 tentang pembentukan dan susunEm
Perangkat Daerah;



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
XETENTUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima-ksud dengal:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaal urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Keuangal Daerah adalal semua hak dan kewajiban Daerah dalam
raigka penyelenggaraan pemerintahan <iaerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk keka).aan yang
berhubungan dengal hak dan kewajiban Daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausallaan, pelaporan,
peitanggungiawaban, dan pengawasan keuangar Daerah.

6. Akuntansi adalah proses pencatatanJ pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisarar trarsaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian
atas hasilnya, serta penyajian laporan.

7. KerangkaKonseptual Akuntalsi pemerintahan adalah prinsip_prinsip
yang mendasad penyusunarl dan pengembaagan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi pemerintaha! dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntaflsi
Pemerintahan, penyusun laporar keuangan, dan pemeriksa dalam



mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara
jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahar.

8. Stan$ar Akuntansi Pemerintahan, sela-njutnya disingkat SAp, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

9. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktii< spesifik yarlg dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuanga.n.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutn,.a disingkat
APBD adalah rencana keuangan tal-runan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan ralyat daerah Kabupaten Tana Toraja, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

11. Pendapatan-LO adatah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas da.lam periode tahun anggaran yang bersangkutar
dan tidak perlu dibayar kembali.

12. Pendapatar-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Satdo Anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

13. taporan Perubahar SAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporar yang terdiri dari SAL

awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah.

15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
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perundang-undangan wajib menyampaikan lapo.an
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

16. Entitas Akuntansi adatah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menvelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporaa keuangal untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

17. Unit pemerintaluJr adalalr pengguna anggaran/pengg-rrnan bararg
yallg berada di Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tana
Torqia.

(1)

BAA II
XEBIJAXAIT AXUITTANSI

pasal 2
Kebijakan a-I<untansi pemerintah Daerah menerapkan SAp Berbasis
Akrual.

Kebijakan akuntansi pemerintah daeral terdiri atas kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan aluntansi akun.
Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan
dalam penyajian pelaporan keuangan.
Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesuai dengar Pernyataan SAp atas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAp;
dal

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakal akuntarsi dalam SAp.

Pasal 3

Kebrjakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri atas:

a. Kerangka Konseptual Kebljat<an Akuntansi pemerintah Daerah'
b. Penyajian Laporan Keuangai;

(2)

{3)

(4)

(1)
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c. Laporan Realisasi Anggarar;
d. l,aporan Perubahar SAL;

e. Neraca;

I Laporan Operasional

g. l^aporan Arus Kas;

h. Laporan perubahan Ekuitas; dan
i. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri atas:
a. Akuntansi Aset

b. Akuntansi Kewajiban;

c. Akuntansi Ekuitas
d. Akuntansi pendapatan-Lo da-n pendapatan_LRA

e. Akuntansi Beban dan Belanja:

I Akuntansi Transfer;
g. Akuntansi pembiayaan; dan

h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, perubahan Kebijakan
Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Tidak Dilaljutkan.

Pasa.l 4
Kebijakan Aluntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun
sebagaimana dimaksud datam pasal 3 tercantum dalam l^ampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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BAB III
PELAPORAIT IITUAITGAX

Pasal 5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pela-ksanaan APBD Entitas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan l,aporan Keuangan

Tahunail, yang terdiri atas:

a. la.poran Realisasi Anggaran;

b. t aporan Perubahan SAL;

c. Neraca;

d. Laporan Operasionat;

e. Iaporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas taporan Keuangan;

BAB T9

XETEI{TUAI{ PENUTUP

Paral 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 38 Tahun 20 l5 tentang Kebijal<an Akuntalsi
Kabupaten Tana Toraja dicabut dar dinyatakan tidak berlaku.
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(2) Dalam rangka pertanggungiawaba-n pelaksanaan APBD Entitas
Akuntansi untuk unit pemerintahar wajib meryusun ta.poran

Keuangar Tahunal, yang terdiri atas:

a. l-aporan Realisasi Anggaran;

b. la.poranOperasional

c. laporan Perubahar Ekuitas

d. Neraca, dan

e. Catatan atas Laporar Keuangar



Pasal 7
Peraruran Bupati ini mulai berl,Agar seriap o.".g ..n*.t"t1ku.p-ada 

ranggal diundangkan.

I:11 1,.:"'e, p.ii i, i 
"a.,"g$' illl; rX,,lT ilj,ti* E::?: " g:::ffrlaDLrpaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA ?ORAJ

NICODEMUS KANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal

Ptt DAERAH K{BUPATEN TANA TORAJA.

SEMUEL E BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 20 T 7 NOMOR 28
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